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TINJAUAN UMUM KONSEP NASKH

A. Definisi Naskh

Ditinjau dari segi etimologi kata naskh memiliki beberapa makna,
diantaranya pengangkatan sesuatu,®* penghilangan dan pemindahan.®® Selain
itu naskh juga berarti pembatalan, penyalinan, atau penghapusan.®® Sesuatu
yang membatalkan disebut nasikh, sedangkan sesuatu yang dibatalkan disebut
mansizkh. Namun perbedaan sudut pandang masing-masing dari segi etimologi
kata naskh, pada akhirnya melahirkan nuansa iAtilaf antara ulama. Pertama,
ulama mengartikan kata naskh dengan al-izalah yang berarti menghapus atau

menghilangkan. Pengertian ini sesuai dengan QS. al-Hajj (22) : 52.
6T 40 2SEF Skl G fais

Allah menghilangkan apa yang dimasukan oleh syaitan itu, dan Allah
menguatkan ayat-ayat-Nya

Kedua, al-tabdil yang berarti perubahan, pemindahan, dan pertukaran.

Pengertian ini sesuai dengan QS. al-Nahl (16) : 101.

T O &T Wl 15y

Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai
penggantinya.

3 Ibn Salamah, al-Nasikh wa al-Mansikh, Muhagiq Zuhai al-Syawis, (Bairut: al-Maktabah
al-Islamiah, 1404 H), h. 20.

% Muhammad Sofa, Ulm al-Qur’an min Khilali Mugadimati al-Tafasir, (Bairut: al-
Risalah, 2004), j. 2, h. 257.

% Ahsin W. Al-Hasfidz, Kamus lImu al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 220.
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Ketiga, al-tahwil yang berarti pemindahan. Pengertian ini seperti lafad
tanasukh al-mawarits, yang berarti memindahkan harta warisan dari satu
orang kepada orang lain. Keempat, al-nagl yang berarti pemindahan atau
penyalinan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya nasakhta al-kitab idza
nagalta ma fihi yang berarti mengikuti atau meniru lafad dan tulisannya.®’

Pengertian ini juga sejalan dengan Q.S al-Jatiah (45) : 29.
balass L fudind B8 oy Kk Gkl Wi s

Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan

benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah

kamu kerjakan

Dari empat makna tersebut, secara etimologi, naskh memiliki kedekatan
makna dengan al-izalah dan al-tabdil. Karena kajian naskh yang berkaitan
dengan penghapusan, menghilangkan atau penggantian sebuah hukum ke
hukum yang lain sesuai dengan pengertian dua kata tersebut yang dalam
prosesnya mengalami penghapusan terhadap objek. Sedangkan al-tahwil dan
al-Nagl dianggap kurang sesuai, karena keduanya tidak mengalami

pergantian, melainkan hanya penyalinan.

Dalam pandangan Makki, naskh dalam etimologi arab memiliki tiga

makna. Pertama, <l wsws yang memiliki arti memindah dari satu kitab ke

kitab yang lain. Pengertian ini memiliki arti pemindahan dilakukan pada lafaz

dan maknanya sekaligus. Tetapi pengertian yang demikian ini bukanlah yang

37 Jalal al-Din al-Suyiiti, al-ftgan fi Ulam al-Qur’an, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), j. 2, h. 326.
Lihat juga ‘Abd al-Azim al-Zarqani, Manahil al-Irfan fi Uliim al-Qur’an, (t.t.p: al-Babi al-Halabi,
t.t), J. 2, h. 176.
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dimaksud dengan naskh yang ada dalam al-Qur’an. Kedua, &)l el e

yang berarti matahari menghilangkan bayangan. Pengertian ini mengandung
kemungkinan hukum suatu ayat diganti dengan hukum ayat yang lain atau

ayat dengan hadis mutawatir atau juga menghilangkan bacaan dan hukum ayat

tersebut sekaligus. Ketiga, &) =) ws. yang berarti angin menghilangkan

bau. Artinya ayat atau hukum yang telah dihapus tidak lagi ada
penggantinya.® Dalam pengertian ini ada dua kemungkinan pe-nasakh-an,
yaitu menghilangkan lafaz dan hukum atau menghilangkan lafaz tetapi tidak
pada hukum.

Secara terminologi, naskh juga memiliki beberapa pengertian. Mana
khalil al-Qatan mendefinisikan naskh sebagai pengangkatan atau penghapusan
hukum syara’ dengan dalil syara’ yang lain.*® Sedangkan menurut al-Zargani,
naskh adalah pengangkatan atau penghapusan hukum syara’ dengan dalil
syara’ lain yang datang kemudian.*® Selain dua definisi tersebut, naskh secara

terminologi memiliki beberapa pengertian, diantaranya:
A L e ) SH &

Menghapus hukum syara’ dengan hukum syara’ pula.**

38 Abi Muhammad Makki, al-Idah li Nasikh al-Qur’an wa Mansiikhihi, Muhaqiq Ahamad

Hasan Farhat, (Jedah: al-Manarah, 1986), h. 47-55. Lihat juga Abut Ja‘far al-Nahas, al- NVastkh wa
al-Mansikh fi al-Qur’an al-Karim, (Kairo: Matba‘ah al-Anwar al-Muhammadiyah, t.t), h. 14.

39 Mana’ khalil al-Qatan, Mabahis fi Ulim al-Qur’an, h. 238.
40 Muhammad Abd al-Azim al-Zarqani, Mandhil al-Irfan fi Ulim al-Qur’an, h. 176. Lihat

juga Syu’ban Muhammad Isma’il, Nadariyyah al-Naskh fi al-Syara’i al-samawiyyah, (t.t.p: Dar
al-Salam, 1988), h. 9.

41 Rahmad syafe’i, Pengantar llmu Tafsir, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 88.
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A S (S )

Menghapus hukum dengan dalil syara’.*

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa naskh secara
terminologi dipahami sebagai pergantian, pengangkatan atau penghapusan
ayat maupun hukum syar’i terdahulu dengan hukum syar’i** yang datang
kemudian dengan disertai dalil syara’.** Definisi yang serupa juga diajukan
oleh Abd al-Wahab khalaf, hanya saja ia memberikan definisi yang
menunjukkan naskh memiliki cangkupan lebih luas. Menurutnya penghapusan
tersebut bisa terjadi secara implisit maupun eksplisit, pembatalan secara global
ataupun parsial.*

Sedangkan menurut al-Khudhari, definisi naskh terbagi dalam dua
pengertian. Pertama, pembatalan hukum yang datang awal dan diganti dengan
hukum yang datang belakangan. Kedua, mengangkat keumuman naskh awal
atau men-taqyid nash yang mutlak. al-Khudhari memberikan contoh untuk
makna yang pertama adalah hadis larangan melakukan ziarah kubur yang
kemudian diperbolehkan dengan datangnya nash yang datang belakangan.
Sedangkan untuk makna yang kedua, contoh yang diajukan adalah QS. al-

Bagarah (2): 228 yang kemudian di-taqyid olen QS. al-Azab (33): 49.

42 Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an, h. 165.

4 Hukum syar’i yang dimaksud adalah perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan
seorang mukalaf baik dalam bentuk perintah, larangan atau pilihan.

4 Hukum syara’ yang dimaksud adalah wahyu dalam bentu bacaan atau tulisan.

4 Lihat Qosim Nurseha Dzulhadi, “Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam al-Qur’an”, dalam
Tsagafah, Vol. 5, No. 2, Dhulga’dah, h. 261-262. Suwardi, “Nasikh-Mansukh: Studi kritis atas
Konsep Nasikh-Mansukh dalam al-Qur’an”, dalam http://bdksemarang.kemenag.go.id/nasikh-
mansukh-studi-kritis-atas-konsep-nasakh-mansukh-dalam-al-quran/, diakses pada 20-01-2017.


http://bdksemarang.kemenag.go.id/nasikh-mansukh-studi-kritis-atas-konsep-nasakh-mansukh-dalam-al-quran/
http://bdksemarang.kemenag.go.id/nasikh-mansukh-studi-kritis-atas-konsep-nasakh-mansukh-dalam-al-quran/
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Menurutnya nash yang pertama masih bersifat umum, karena mencangkup
wanita yang sudah digauli dan yang belum digauli. Sedangkan nash yang
kedua memberikan wanita sudah digauli satu hukum khusus.*®

Al-Satibi dengan menghimpun beberapa pendapat ulama, memberikan
gambaran perbedaan pengertian naskh secara terminologi.*’

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan
kemudian.

2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat
khusus.

3. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.

4. Penetapan syarat terhadapa hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Dari definisi yang diajukan oleh ulama di atas, kususnya dari pendapat
yang digambarkan oleh al-Satibi, menunjukkan wilayah naskh yang begitu
luas. Bahkan ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan kondisi tertentu
juga dianggap masnsikh apabila ada ketentuan lain yang berbeda. Misalnya
perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah disaat kaum
muslim masih dalam keadaan lemah, dianggap telah di-nasakh oleh perintah
atau izin berperang pada periode Madinah.*® Dengan kata lain naskh dalam
pandangan ulama awal mencangkup wilayah takhsish, taqyid dan istisna’ atau

bahkan lebih luas dari itu.*®

46 1bid.,

47 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, h. 162-163.

8 1bid., h. 163.

4 Galuh Nashrullah, “Naskh dalam Hukum Islam”, dalam An-Nisbah, Vol. 02, No. 02,
April 2016, h. 27. Lihat juga Sa’dullah Affandy, Menyoal Status Agama-agama Pra-Islam: Kajian
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Belakangan pengertian naskh yang awalnya dipahami begitu luas mulai
dipersempit. Hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan yang lebih
tajam antara naskh, rakhsish dan istisna’. Penajaman definisi ini dilakukan
karena ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir serupa.
Sehingga pendefinisian ulang memberikan batasan naskh hanya pada
pergantian atau pencabutan hukum syar’i dan diganti dengan hukum syar’i
yang datang belakangan.®® Menurut Subhi al-Salih, definisi yang demikian
adalah yang paling tepat, karena pengertian ini dianggap telah sejalan dengan
pengertian bahasa Arab sebagaimana dijelaskan di awal.>

Jika disederhanakan, gambaran naskh seperti Undang-undang Dasar
Negara yang tidak dapat dijangkau pencabutan. Adanya pencabutan terhadap
suatu hukum dan penetapan peraturan lain untuk menggantikannya hanya
berlaku pada wilayah peraturan. Sedangkan pada wilayah yang asasi, tidak
bisa tersentuh dengan penghapusan atau revisi dalam konteks Undang-undang
Dasar.

Al-Maraght menggambarkan naskh dengan obat-obatan yang diberikan
dokter kepada pasien. Dalam hal ini, Nabi berperan sebagai dokter, sedangkan
obat-obatan yang diberikan adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi.
Dokter akan memberikan obat sesuai dengan diagnosis yang dilakukan kepada
pasien, sehingga antara satu pasien dengan pasien lain akan mendapat obat

serta dosis yang berbeda sesuai dengan kemampuan tubuh pasien dalam

Tafsir al-Qur’an Atas Status Agama Yahudi dan Nasrani Setelah Kedatangan Islam, (Bandung:
Mizan, 2015), h. 73.

% Muhammad Sofa, Ulim al-Qur’an min Khilali Mugadimati al-Tafasir, h. 257. Lihat juga
Galuh Nasrullah, “Naskh dalam Hukum Islam”, h. 27.

51 Subhi al-Salih, Mabahis ft Ulam al-Qur’an, (t.t.p: Dar al-ulum al-Malayin, 2000), h. 260.
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menerima obat tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi dalam

memberikan hukum terhadap kaumnya.®2

. Syarat-syarat Naskh

Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar naskh dapat
dioperasionalkan. Namun syarat-syarat ini tidak baku, karena tidak ada
kesepakatan antar ulama terkait hal ini. Diantara syarat-syarat terjadinya naskh
adalah sebagai berikut.>

1. Hukum yang dihapus adalah hukum syara’ yang bersifat amali.

2. Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat
dikompromikan, serta tidak bisa diamalkan secara bersamaan.

3. Harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunya ayat-ayat tersebut,
sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansikh sedangkan yang
datang belakangan ditetapkan sebagai nasikh.

4. Hukum yang dihapus tidak terbatas oleh waktu. Sebab apabila sebuah
hukum dibatasi oleh waktu, keberlakuan hukum tersebut akan berakir
dengan sendirinya.

5. Penghapusan berasal langsung dari Allah atau Nabi. Sebab penghapusan
sebuah hukum tidak bisa dilakukan melalui ijma” atau giyas.

6. Memenuhi syarat kontradiksi, antara lain, adalah persamaan subjek, objek,

dan waktu.

52 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, h.164.
53 bid., h. 162. Lihat juga Usman, Ulumul Qur’an, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 262-263.
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Hukum yang di-naskh bukan hukum yang disepakati oleh akal sehat
tentang baik buruknya suatu perbuatan. Seperti kejujuran dan ketidak
adilan untuk pihak yang baik serta kebohongan dan ketidak adilan untuk
yang buruk.

Ketentuan hukum yang mencabut atau nasikh ditetapkan kemudian, karena
pada hakikatnya naskh adalah untuk mengakhiri pemberlakuan ketentuan
hukum yang sudah ada.

Ibn al-Jauzi, dalam Nawasikh al-Qur’an, juga mengajukan syarat-syarat

terjadinya naskh. Menurutnya ada lima syarat untuk terjadinya sebuah naskh.>*

1.

Hukum antara yang rasikh dan mansikh saling berlawanan dan tidak
mungkin untuk memberlakukan keduanya.
Hukum vyang di-naskh telah berlaku sebelumnya, baik dari segi

pembicaraan maupun sejarah.

. Hukum yang di-naskh disyariatkan dengan landasan ayat al-Qur’an.

. Ayat dan hukum yang me-naskh merupakan sesuatu yang disyariatkan.

Artinya jika ada hukum yang tidak disyartiatkan secara nash, tidak
termasuk dalam kategori naskh.

Cara penetapan hukum yang di-naskh harus sama dengan cara
penentatapan hukum yang me-naskh. Jika hukum yang me-naskh lebih
lemah dari pada hukum yang di-naskh, maka hal ini tidak termasuk dalam

kategori naskh.

% Ibn al-Jauzi, Nawasikh al-Qur’an, muhaqiq, Muhammad Asyraf Ali al-Malibari

(Madinah: lhya al-Turats al-Islami ,1984), h. 97.



27

Syarat yang hampir serupa juga diajukan oleh Azam Bahtiar, hanya saja
ia menambahkan salah satu syarat terjadinya naskh adalah pada kasus yang
berhubungan dengan hukum syar’i. Selain itu pertentangan dari dua hukum
tersebut juga disyaratkan bersifat menyeluruh dan absolut, jika pertentangan
hanya terjadi pada wilayah tertentu maka hal ini belum termasuk dalam
kategori naskh.>®

Menarik untuk diperhatikan, meskipun para ulama tidak memiliki
kesepakatan mengenai syarat terjadinya naskh, tetapi mereka bersepakat
bahwa naskh hanya terjadi pada wilayah ayat-ayat syar’i. Sedangkan pada
wilayah ayat-ayat berita, pokok-pokok ibadah, muamalah, agidah, etika dan
akhlag mereka bersepakat tidak terjadi naskh. Meskipun pada defini awal
istilah naskh mencangkup wilayah yang luas, tidak hanya pada wilayah hukum
atau syari’at. Hal ini menurut al-Sabuni, dengan mengutip pendapat jumhur,
dikarenakan mustahil bagi Allah untuk berdusta dengan menurunkan wahyu
yang saling bertentangan.

Ungkapan ini cukup penting diperhatikan, karena soal naskh adalah
semata-mata terjadi karena anggapan pengkaji bahwa telah terjadinya
kontradiksi antar ayat di dalam al-Qur’an. Sedangkan hal tersebut merupakan
ikhtilaf pengkaji karena faktor-faktor tertentu. Maka sudah seharusnya untuk
kembali dilakukan tinjauan atas konsep ini. Sehingga naskh tidak dipandang

lagi secara negatif.

% Azam Bahtiar, “Dinamisme Teks: Menimbang Prinsip Naskh Masyriit”, dalam
Hermeneutik, Vol. 7, No.1, Juni 2013, h. 36-37. Lihat juga Ahsin w. Al-Hasfidz, Kamus IImu al-
Qur’an, h, 221.
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C. Klasifikasi Naskh
Ruanglingkup kajian yang luas, telah memunculkan pelbagai bentuk
naskh. Para ulama juga telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk naskh sesuai
dengan subjek dan objek dari pe-nasakh-an tersebut. Untuk lebih jelasnya
akan diuraikan sebagai berikut.
1. Naskh Berdasarkan Subjek
Sebagaimana yang diyakini oleh ulama, Ada empat bentuk naskh
dalam klasifikasi ini, yaitu naskh al-Qur’an dengan al-Qur’an, naskh al-
Qur’an dengan sunnah, naskh sunnah dengan al-Qur’an dan terakhir
adalah naskh sunnah dengan sunnah.
a. Naskh al-Qur’an dengan al-Qur’an.
Para ulama yang mengakui adanya naskh, telah sepakat dengan
naskh bentuk ini dan menurut mereka naskh bentuk ini memang terjadi
di dalam al-Qur’an. Sebagai contoh bentuk ini adalah QS. al-Bagarah

(2) : 115.

e frty B 0 kg 8 I sl LA 52 s

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun

kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan menghadap ke arah mana
saja dalam melaksanakan salat. Ayat ini kemudian di-naskh oleh QS.

al-Bagarah (2) : 144 yang menjelaskan tentang ketentuan menghadap

Ka’bah dalam salat.
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Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit,
maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan
dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.
Selain perubahan arah kiblat ketika salat, contoh lain terkait naskh
bentuk ini adalah QS. al-Bagarah (2) : 217 yang menjelaskan tentang
ketidak bolehan berperang pada bulan-bulan tertentu (Muharram,
Rajab, Dzul Qa’dah dan Dzul Hijjah) yang kemudian ayat tersebut di-
naskh oleh QS. al-Taubah (2) : 36 yang menjelaskan tentang kebolehan
memerangi orang musyrik yang mengadakan peperangan di bulan
tersebut.%®
b. Naskh al-Qur’an dengan Sunnah.

Naskh jenis ini terbagi dalam dua macam, yaitu naskh al-Qur’an
dengan sunnah ahad dan naskh al-Qur’an dengan sunnah mutawatir.
Para ulama sepakat bahwa naskh al-Qur’an dengan sunnah ahad tidak
sah, karena al-Qur’an bersifat gat i tidak mngkin dihapus dengan yang
masih bersifat danni.>’ Sedangkan untuk naskh al-Qur’an dan sunnah

mutawatir terjadi silang pendapat antar ulama. imam Malik, Abu

Hanifah dan imam Ahmad memperbolehkan naskh jenis ini.

56 Subaidi, “Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya dalam Penafsiran al-
Qur’an”, dalam Hermeunetik, VVol. 8, No. 1, Juni 201, h. 63.
57 Lihad Sa’dullah Affandy, Menyoal Status Agama-agama Pra-Islam, h. 234.
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Argumen mereka didasarkan pada QS. al-Najm (53) : 4-5.
Sedangkan al-Syafi’T menolak naskh ini.®® Contoh naskh bentuk ini

adalah QS. al-Bagarah (2) : 180.

Syl et sl g e A 0y S ST s gy K o
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Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara
ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Avyat tersebut terkait dengan kewajiban berwasiyat kepada kerabat
dan karib secara baik. Ayat ini kemudian di-naskh dengan hadis Nabi
tentang pembagian waris. Contoh lain adalah QS. al-Nur (24) : 2 yang
menjelaskan tentang hukuman dera bagi pezina sebanyak seratus kali
dera. Ayat ini kemudian di-naskh dengan hadis Nabi tentang rajam bagi
pezina hingga meninggal.

c. Naskh Sunnah dengan al-Qur’an

Berbeda dengan al-Qur’an yang di-naskh oleh sunnah, para ulama
sepakat memperbolehkan al-Qur’an me-naskh sunnah. Sebagai contoh
adalah pengalihan kiblat dari Bait al-Maqdis yang ditetapkan oleh
hadis, ke arah masjid al-Haram sebagaimana yang ditetapkan oleh al-

Qur’an dalam QS. Al-Bagarah (2) : 144. Contoh lain terkait dengan

8 Abdul Haris, “Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur’an”, dalam Tajdid Vol. XIlI, No. 1,
Januari-Juni 2014, h. 216-218.
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naskh jenis in adalah Kewajiban puasa hari Asyura menurut hadis,
kemudian di-naskh QS. al-Bagarah (2) : 185.°
d. Naskh Sunnah dengan Sunnah
Dalam hal ini sunnah masih terbagi lagi dalam empat macam,
yaitu naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, naskh sunnah
ahad dengan sunnah ahad, naskh sunnah ahad dengan sunnah
mutawatir, dan naskh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Pola
pertama, kedua dan ketiga diterima oleh jumhur ulama’ sedang pola
terahir ditolak oleh jumhur. Contoh dari naskh jenis ini adalah sebuah
riwayat dari Ibn Majah yang dulunya dilarang ziarah kubur kemudian
diperboloehkan.®°
2. Naskh Berdasarkan Objek
Di dalam literatur al-Qur’an dan tafsir, secara umum pe-naskh-an
terjadi dalam tiga bentuk dengan mengikuti rumusan yang diperkenalkan
oleh ulama tradisional, yaitu penghapusan teks dan hukum sekaligus
(naskh al-tilawah wa al-hukum), penghapusan teks tetapi tidak pada
hukum (naskh al-tilawah diina al-hukum), dan penghapusan hukum tetapi
tidak pada teks (naskh al-hukum diina al-tilawah).®:
a. Penghapusan Teks dan Hukum Sekaligus
Al-Qatan memberikan contoh bentuk ini dengan sebuah riwayat

Imam Muslim dari Aisah terkait dengan persusuan.

% Subaidi, “Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya dalam Penafsiran al-
Qur’an”, h.64.

% 1bid.,

! Muhammad sofa, Ulam al-Qur’an min Khilali Mugadimati al-Tafasir, h257.
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dari Aisyah , ia berkata : “Diantara yang diturunkan kepada

beliau adalah bahwa sepuluh susuan yang diketahui itu

menyebabkan pemahraman, kemudian dinasakh oleh lima
susuan yang diketahui. Ketika Rasulullah wafat, lima susuan ini
termasuk ayat Al Qur’an yang dibaca (berlaku).

Menurut al-Qatan, riwayat tersebut secara lahir bacaanya masih
tetap ada, tetapi riwayat tersebut tidak terdapat dalam mushaf
Utsmani. Hal ini dikarenakan perkataan Aisyah tersebut keluar ketika
menjelang Nabi wafat. Sehingga penghapusan ini tidak sampai kepada
semua orang. Karena itu, ketika Nabi wafat, sebagian orang masih
tetap membacanya sebagai bagian dari al-Qur’an.5? Tetapi menurut al-
Jabirl, sebagaimana dirujuk oleh Sa’dullah Affandy, menyatakan
bahwa hadis tersebut tidak diriwayatkan secara mutawatir.5

b. Penghapusan Teks Tetapi Tidak Pada Hukum

Contoh yang sering diajukan terkait naskh jenis ini adalah QS.

al-Nur (24) : 2.

il Bl W s A8 A6 s B

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.

62 Mana’ Khalil al-Qatan, Mabahis fi Uliam al-Qur’an, h. 244.
&3 Sa’dullah Affandy, Menyoal Setatus Agama-agama Pra-islam, h. 79.
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Ayat ini kemudian di-naskh dengan sebuah riwayat dari Umar

dan Ubay tentang ayat rajam
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Orang tua laiki-laki dan orang tua perempuan apabila
keduanya berzina, maka rajamlah keduanyaitu dengan pasti
sebagian siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha
bijaksana
Penghapusan Hukum Tetapi Tidak Pada Teks
Naskh jenis mendapat perhatian lebih dari para pengkaji.
Pasalnya mereka berbeda pendapat tentang status ayat yang hukumnya

telah terhapus. Contoh dari naskh jenis ini adalah QS. al-Muzamil (73

):1-3.

()8 2 S 5f 42 (v) S8 ) b 5 (1) s it

Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk
sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya).
(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.

Ayat ini kemudian diklaim telah dihapus hukumnya oleh surat

yang sama ayat 20.
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Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersama
kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan
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batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan

kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an.

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum salat malam pada awalnya
adalah wajib. Tetapi kerana ada ayat lain yang menghapusnya, maka
hukum awal salat malam menjadi tidak berlaku lagi. Salat malam buat
umat Islam hukumnya menjadi sunnah.

Selain surat di atas, naskh jenis ini juga terjadi pada beberapa
surat lainnya. Misalnya QS. al-Bagarah (2) : 240 yang dianggap telah
di-naskh oleh surat yang sama ayat 234, QS. al-Bagarah (2) : 284 yang
kemudian di-naskh oleh surat yang sama ayat 286, dan QS. al-Nahl
(16) : 67 yang di-naskh oleh QS. al-Bagarah (2) : 219, kemudian surat
ini dinasakh oleh QS. al-Nisa’ (4) : 43 dan terakhir di-naskh oleh al-
Maidah (5) : 90.

3. Naskh Berdasarkan Kejelasan dan Cakupannya
a. Naskh Sharih

Naskh jenis ini dinyatakan dengan terang dan jelas bahwa
kedatangan hukum yang kedua telah me-nasakh hukum yang turun
lebih awal. Pernyataan tersebut biasanya terdapat pada hukum yang
datang belakangan.®* Contoh dari naskh jenis ini adalah pernyataan
Nabi yang pada awalnya melarang ziarah kubur karena dikhawatirkan

dapat merubah keyakinan umat Islam, tetapi pernyataan Nabi tersebut

64 Nasaruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, h. 174.
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diganti dengan kebolehan melakukan ziarah kubur dengan
pertimbangan bahwa umat Islam telah bisa menghayati arti tauhid.®
b. Naskh Dhimmi
Naskh ini mengisyaratkan adanya hukum yang berlawanan
dengan hukum yang datang lebih dulu, meskipun turun untuk sebuah
masalah yang sama serta diketahui waktu turunnya. namun pernyataan
terjadinya kontradiksi tersebut tidak dinyatakan dengan jelas. Selain
itu, dari kedua dalil yang bermuatan hukum tersebut juga tidak bisa
dikompromikan, kecuali dengan penghapusan salah satu muatan
hukum tersebut.®® Contoh berkenaan dengan naskh jenis ini adalah
perintah berwasiat bagi orang yang akan meninggal (QS. Al-Bagarah
(2) : 180) yang kemudian datang penjelasan Allah tentang pembagian
harta warisan. (QS. Al-Nisa’ (4) : 11).
c. Naskh Kulli
Maksud dari naskh jenis ini adalah pembatalaan secara
menyeluruh atas perintah yang diturunkan pada setiap individu
mukalaf. Misalnya masa idah perempuan yang awalnya selama
setahun (QS. Al-Bagarah (2) : 240) dibatalkan menjadi empat bulan

masa menunggu (QS. Al-Bagarah (2) : 234).

85 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, h. 353.
8 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, terj. Saefullah Ma’sum, et. all, (Jakarta: Pustaka
Firdaus,) h. 295.
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d. Naskh Juz’i
Pembatalan atau pencabutan hukum yang pada awalnya berlaku
untuk setiap mukalaf secara umum dan menyeluruh, kemudian
pemberlakuan hukum tersebut dibatalkan, dalam artian tidak berlaku
lagi bagi setiap mukalaf, tetapi bagi sebagian individu karena kondisi
tertentu. Misalnya QS. Al-Niar (24) : 4. Ayat ini menjelaskan bahwa
orang-orang yang menuduh zina dan tidak dapat menunjukan
buktinya, maka orang tersebut didera sebanyak delapan puluh kali
deraan. Tetapi hukum ini diganti dengan surat yang sama pada ayat
keenam yang menunjukan bahwa apabila yang menuduh zina adalah
suaminya, sedang ia tidak bisa menunjukan bukti, maka hukum yang
berlaku adalah /i ‘an.®’
4. Naskh dari Segi Hubungan dengan Pelaksanaan Hukum
Ada tiga bentuk naskh dalam klasifikasi ini, yaitu:®®
a. Naskh Perintah
penghapusan perintah ini terjadi sebelum perintah tersebut
dilaksanakan. Misalnya QS. al-mujadalah (58) : 12 vyang
memerintahkan untuk melakukan sedekah sebelum melakukan
pembicaraan dengan Nabi Muhammad, dihapuskan oleh surat yang

sama pada ayat berikutnya.

67 Ibid., h. 256. Nasaruddin Baidan, Wawasan Baru llmu Tafsir, h. 173.
88 Usman, Ulumul Qur’an, h. 278-280. Lihat juga Kamal Marzuki, Ulumul Qur’an,
(Bandung: Rajawali Rosdakarya, 1992), h. 136.
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b. Naskh Tajawas
Naskh bentuk ini terjadi misalnya ketika Allah memerintahkan
perpindahan kiblat ketika melaksanakan salat dari Bait al-Maqdis ke

Masjid al-Haram sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Bagarah

(2) : 144,

c. Naskh Terhadap Perintah Karena Sebab Tertentu

Penghapusan perintah dalam naskh bentuk ini dikarenakan
penyebab turunya suatu hukum telah hilang, sehingga perintah
tersebut diganti dengan perintah yang lain. Misalnya perintah untuk
bersebar ketika umast islam masih dalam keadaan yang lemah seperti
yang dijelaskan QS. al-Jasiah (45) : 14. Namun setelah kondisi umat
islam kuat, perintah bersabar ini dihapus dan diganti dengan perintah
untuk berjihad.

Al-Makki memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian
bentuk naskh ini. Menurutnya ada tuju bentuk pe-naskh-an dari segi
mansukh-nya, yaitu: 5
1. Me-nasakh tulisan dengan tanpa pengganti, tapi hukumnya tetap berlaku.
2. Hukum di-naskh hukum ayat yang lain. Dalam bentuk ini Makki

memberikan contoh Q.S al-Nur yang menjelaskan hukuman bagi pezina.
3. Sesuatu yang wajib diamalkan karena sebab tertentu, kemudian
pengamalan itu tidak wajib karena hilangnya sebab tersebut. Sebagai

contoh surat QS. Al-mumtahanah (60) : 10-11 yang menceritakan

89 Abt Muhammad makki, al-Idah li Nasikh al-Qur’an wa Mansikhihi, h. 67-70.
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perjanjian perdamaian antara kaum Kkafir dan kaum Muslim. Hukum ini
menjadi wajib karena perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Nabi
dan orang-orang Quraisy yang melahirkan Perjanjian Hudaibiah. Ketika
perjanjian ini sudah tidak berlaku, berarti hukum ini juga tidak berlaku.

4. Penghilangan bacaan dan hokum sekaligus.

5. Pe-naskh-an tulisan dan hukum, akan tetapi para sahabat masih
diperintahkan untuk menjaga ayat tersebut meskipun ayat tersebut bukan
termasuk dalam al-Quran. Contoh dalam hal ini adalah riwayat dari
Aisah yang menjelaskan tentang rodhaa’ah.

6. Pe-nasakh-an ayat dipahami dari rangkaian perintah. Pemahaman ini
karena ayat-ayat yang dalam satu konteks masih tertulis dan masih dibaca.
Misalnya pe-nasakh-an yang terjadi dalam rangka pengharaman minuman
keras.

7. Me-nasakh dari perbuatan Nabi dan sahabat. Contoh dari naskh bentuk ini
adalah berbicara dalam salat. Dahulu diperbolehkan berbica ketika sedang
mengerjakan salat, kemudian hal ini di-naskh oleh surat al-Bagarah (2) :
238.

Sedangkan dari segi nasikh-nya, al-Makki membagi bentuk naskh
menjadi tiga. "°

1. Naskh menggugurkan sesuatu yang di-naskh secara keseluruhan.

2. Naskh tidak menggugurkan sesuatu yang di-naskh. misalnya, sebelum

pensyariatan puasa ramadhan, umat Islam diwajibkan puasa tiga hari

lbid, h, 72-74.
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dalam satu bulan. Tetapi setelah pensyariatan puasa ramadhan melakukan
puasa tiga hri dalam satu bulan masih diperbolehkan. Hal ini juga terjadi
pada puasa tanggal 10 muharam yang merupakan syariat Nabi Musa.

3. Ayat yang me-naskh memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang
yang di-naskh, yang mana sesuatu yang di-naskh itu adalah wajib, tapi
melakukan -yang di-naskh- itu lebih dianjurkan. Contoh giyam al-lail
diwajibkan tetapi dengan datangnya perintah salat lima waktu, salat
giyamul lail telah dihapus, tapi melakuknnya tetap dianjurkan.

Menurut azam bahtiar, Pengklasifikasian bentuk nashh seperti di atas
masih bisa diperdebatkan, mengingat adanya kelemahan argumentasi yang
mendasarinya. Selain itu, salah satu karakter yang mendasari sebuah
pengklasifikasian adalah melimpahnya fakta-fakta partikular yang ternaungi
dibawah rumusan tersebut. Namun dari rumusan tidak diajukan bukti selain
satu atau dua riwayat saja untuk pengklasifikasian ini. Artinya, secara
fundamental, bangun epistemoligi untuk klasifikasi ini belum memiliki
landasan yang kuat.’*

Selain itu, ada faktor yang tidak dipenuhi dalam pengklasifikasian di
atas untuk keabsahan sebuah naskh, yaitu status ke-Qur’an-an riwayat terkait.
Sebab untuk mengafirmasi sebuah ayat telah teranulir, dibutuhkan setidaknya
dua argumen. Pertama, pembuktian status ke-Qur’an-annya, yakni apa yang
dinilai sebagai ayat mansukh, haruslah ditransmisikan secara mutawatir.

Sehingga dapat diafirmasi sebagai bagian ari al-Qur’an. Kedua, pembuktian

"l Azam Bahtiar, “Dinamisme Teks: Menimbang Prinsip Naskh Masyriit”, h. 39.
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bahwa pe-nasakh-an telah terjadi padanya. Sayangnya syarat paling asasi ini
sudah tidak terpenuhi sejak awal, mengingat status riwayat-riwayat terkait
tidak lebih dari sekedar khabar ahad.”

Lebih jauh, berkaitan dengan pengklassifikasian bentuk-bentuk naskh
ini, terdapat perbedaan mendasar antara bangun stilistika al-Qur’an dengan
model stilistika dalam riwayat-riwayat terkait. Maka aneh jika para penulis
muslim yang memiliki kemampuan sastra arab lengah pada poin ini. Asumsi
yang muncul berkaitan dengan persoalan ini adalah karena ketidak beranian
mereka dalam mengembangkan kritik stilistik ini, karena pertimbangan
sakralitas sebuah riwayat, sehingga mereka hanya boleh menerima dan
meyakini hal tersebut sebagai suatu kebenaran yang pada akhirnya

menyebabkan kejumutan.”

D. Fungsi Naksh

Terlepas dari perdebatan panjang terkait konsep naskh, nyatanya
konsep ini juga telah menjadi salah satu bagian dari proses pembentukkan
suatu sistem yang ada dimasyarakat. Konsep naskh mengambil peran pada
wilayah penafsiran dan pembentukkan hukum. Penafsiran perlu dilakukan,
karena al-Qur’an yang merupakan sebuah teks sebagaimana teks yang lain,
membutuhkan penafsiran dalam rangka memahami isi yang terkandung di
dalamnya. Namun sayangnya, pembaca al-Qur’an bukanlah orang yang netral

dan objektif, karena mereka akan selalu membawa bias dan cakrawala sendiri

2 1bid.
8 Subaidi, “Historisitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya dalam Penafsiran Al-
Qur’an”, h. 40.
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dalam menafsirkan teks tersebut. Hal ini disebabkan perbedaan pengalaman
hidup dan lingkungan kultural setiap individu akan membentuk makna
dengan cara yang berbeda dalam mencapai pemaknaan terhadap teks.

Jika harus jujur, pemahaman terhadap al-Qur’an lebih mudah dilakukan
pada masa Nabi, hal ini dikarenakaan beberapa alasan:

1. Al-Qur’an turun dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Nabi
dan para sahabat.

2. Penerima al-Qur’an memiliki konteks personal dan sosial secara
langsung dengan sang Nabi.

3. Al-Qur’an lahir dalam konteks asli, sehingga al-Qur’an memiliki konteks
dialogis dengannya.

Berpadunya firman Tuhan dengan konteks ini memberikan pondasi
pemahaman yang kuat pada generasi pertama, terlebih masih ada Nabi
sebagai eksponen utama firman Tuhan.”

Seperti penjelasan di atas, bahwa dalam proses penafsiran, konteks asli
pewahyuan berperan penting dalam proses penafsiran guna memahami kalam
Tuhan. Sayangnya, sebagai generasi belakangan yang mempelajari agama
hanya melalui teks-teks keagamaan, hubungan antar teks dengan konteks asli
pewahyuan menjadi berjarak. Meskipun bisa diruntut melalui hadis-hadis,
tetapi sebagian besara tidak memadai untuk mengungkap konteksnya secara
keseluruhan. Selain itu, kecenderungan memahami panafsiran melalui hadis-

hadis juga telah membawa mufasir pada penafsiran tekstual. Hal ini terlihat

™ Abdullah Saed, al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung:
Mizan Pustaka, 2015), h. 28.
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pada mufasir masa awal Islam -pasca Nabi- yang cenderung menafsirkan al-
Qur’an secara tekstual.”

Gaya penafsiran ini telah membawa mufasir pada kegagalan memahami
beberapa ayat, bahkan dengan kegagalan ini mereka menganggap bahwa
ayat-ayat tersebut kontradiksi, sehingga mereka memperkenalkan konsep
naskh sebagai solusi dari hal itu. Lebih jauh proses penafsiran ini juga
berimplikasi pada pembentukan hukum, karena penafsiran dan pembentukan
hukum, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk lebih jelas
terkait hal ini, akan diuraikan sebagai berikut.

1. Naskh dalam Penafsiran al-Qur’an

Pergeseran makna naskh dari penghapusan permanen ke penundaan
memberikan implikasi tersendiri, bahkan dengan adanya pergeseran ini,
secara tidak langsung, naskh menunjukkan fungsinya dalam beberapa sisi,
misalnya dalam segi penafsiran dan pengembangan hukum. Dari segi
penafsiran atau lebih tepatnya ulum al-Qur’an, naskh memang belum
menunjukkan fungsinya secara nyata, tetapi ulama-ulama awal telah
mengklaim bahwa konsep ini menjadi salah satu syarat dalam melakukan
penafsiran.’®

Hal ini dibuktikan dengan Munculnya literatur-literatur naskh secara
masif yang diproyeksikan sebagai handbook untuk dirujuk berkaitan

dengan ayat-ayat yang nasikh dan mansitkh. Namun karena bertolak dari

5 Lihat karya-karya mufasir awal, semisal al-Tabari, Ibn Kasir, yang dianggap sebagai
tafsir tekstual.

6 Klaim ini bisa dilihat dalam karya-karya ulama awal, semisal Abt ‘Ubaid dalam Kitab
al-Nasikh wa al-Mansikh.
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ta’wil para penulis, literatur-literatur naskh diwarnai dengan kesimpulan
jumlah ayat mansitkh dengan perbedaan yang menyolok.”” Hal ini terlihat
dari proses pengkajian doktrin Nasikh-Mansitkh yang dimulai sejak awal
abad ke-2 H, telah mencapai suatu proporsi yang sangat dramatis dalam
sejarah pemikiran Islam. Misalnya al-Zuhr (w. 742 H), menyebut ada 42
ayat yang di-naskh. Al-Nahas (w. 949 H) mengidentifikasi ayat nasikh
sebanyak 138 ayat dan Ibn Salamah (w. 1020 H) mengemukakan 238
ayat.’

Meskipun pada periode berikutnya, ratusan ayat mansakhah itu
pelan-pelan mulai direduksi, misalnya al-Suytti menyebut ayat mansikhat
hanya 21 ayat.”” Kemudian al-Syaukani menyebut hanya 8 ayat.®
Sementara pada masa Syah Waliyullah, jumlah yang di-naskh tinggal lima
ayat.®? Lalu pada masa Sayyid Ahmad Khan (1898), secara terbuka

menyatakan bahwa tidak ada lagi doktrin Nasikh-Mansiakh sebagaimana

" Wardani, “Fungsionalisasi Teori Penganuliran (Naskh) dalam Tafsir al-Quran dan
Hukum Islam: Sebuah Catatan Kritis”, dalam Teologia, VVo. 24, No. 1, Januari-Juni 2013, h. 88-89

8 |bn Salamah menyebutkan bahwa ada 43 Surat yang tidak nasikh-mansiikh, ada 6 surat
yang nasikh tanpa mansiakh, 40 surat dengan mansitkh tanpa nasikh, 25 Surat dengan nasikh
sekaligus mansakh. Lihat Ahmad Von Denffer, limu al-Qur’an: Pengenalan dasar, (Jakarta :
Rajawali Pres. 1988), h. 125.

7 Ayat tersebut menurut al-Suyiiti adalah sikap muslim terhadap musuh, QS. al-Anfal (8) :
65 di-naskh oleh QS. al-Anfal (8) : 66, keharusan bersedekah bagi orang yang hendak menanyakan
pertanyaan kepada Nabi, QS. al-Mujadalah (58) : 12, di-naskh oleh ayat 13. haramnya minuman
keras, QS. al-Nisa’ (4) : 43, lalu al-Bagarah (2) : 219 dan QS. al-Maidah (5) : 90. Qiyam al-Lail,
QS. al-Muzammil (73) : 1 — 4 di-nasakh oleh ayat 20.

80 Hasybi al-Syiddiqt, llmu-l1lmu al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang. 1972), h. 109.

8. Ahmad Hasan. Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka Setia. 1984) h. 62.
Dalam catatan Syah Waliyullah hanya 5 dari 21 kasus yang diajukan oleh al-Suyuti yang dianggap
benar-benar asli, yaitu QS. al-Bagarah (2) : 180 di-nasakh dengan QS. al-Nisa’ (4) : 11 dan 12,
QS. al-Baqarah (2) : 240 di-naskh dengan QS. al-Bagarah (2) : 234. QS. al-Anfal (8) : 65 di-naskh
dengan QS. al-Anfal (8) : 62. QS. al-Ram (30) : 50 di-naskh oleh QS. al-Ahzab (33) : 52. dan
QS. al-Mujadalah (58) : 12 di-naskh oleh QS. al-Mujadalah (58) : 13.
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yang dipahami oleh Fugaha’. Kemudian diikuti oleh Muhammad Abdiih,
Rasyid Ridha, Taufig Sidqi, dan al-Khudhari.

Ulama awal berlomba-lomba membuktikan adanya naskh, tanpa
mempertimbangkan implikasi naskh terhadap al-Qur’an. Lebih jauh, naskh
pada beberapa fase difungsikan secara negatif dalam proses penafsiran,
misalnya sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Implikasi dari hal ini
memunculkan konflik sosio-politik dikalangan umat islam awal yang
kemudian memunculkan pelbagai mazhab teologi dan hukum. Perbedaan
tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam pola penafsiran serta
dalam metode dan pendekatan terhadap al-Qur’an. Pada fase-fase ini,
sebuah karya tafsir akan dianggap sah apabila memiliki kesesuaian
pandangan teologis atau hukum tertentu dari penguasa. Sehingga
penggunaan naskh dalam melakukan penafsiran menjadi tidak terkontrol.

Lebih jauh, naskh juga digunakan untuk mempertajam atau
menumpulkan hukum suatu ayat dengan mengklaim bahwa sejumlah ayat
atau hukum telah di-naskh oleh ayat atau hukum yang datang kemudian.®?
Misalnya ketika isu tentang jihad mulai digulirkan, para ulama mengklaim
bahwa Allah telah memerintahkan untuk berjuang dijalannya. Secara tidak
langsung dengan kehadiran konsep ini, berarti telah menghapus konsep
yang diusung Islam sebagai agama rahmatalilalamin, agama yang

mengajarkan perdamaian.

8 Abdul Aziz Sachedina, Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalm
Islam, terj. Satrio Wahono, (Jakarta: Serambi, 2002), h. 62.
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Kecenderungan ulama awal dalam melakukan penafsiran dengan
hanya melihat pada teks tanpa memperhatikan konteks, baik konteks asli
penurunan ayat tersebut maupun konteks dimana mufasir hidup,
nampaknya telah melupakan hakikat empiris yang terdapat dalam nash
yang menegaskan bahwa al-Qur’an yang diturunkan secara gradual tidak
pernah luput dari zaman. pada akhirnya pendekatan secara tekstual ini
gagal memberikan keadilan yang utuh atas ayat-ayat yang ditafsirkan,
terlebih terkait ayat-ayat hukum. Akibatnya, ayat-ayat tersebut dipandang
tidak relevan bagi kondisi masyarakat. Sehingga ada beberapa ayat di
dalam al-Qur’an yang ketika dilakukan pengkajian untuk mengambil suatu
hukum nampak saling bertentangan.®

2. Naskh sebagai Pengembangan Hukum Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penafsiran dan pembentukan
hukum memiliki keterkaitan, karena hasil dari penafsiran terhadap suatu
ayat akan dijadikan sebgai pijakan dalam menetapkan hukum terhadap
sesuatu. Hal ini lah yang perlu mendapat perhatian lebih, karena dengan
proses penafsiran yang tekstual, tentu pesan yang ingin disampaikan al-
Qur’an akan terhenti pada sebuah teks dan tidak akan bisa berkembang.
Terlebih, jika hasil penafsiran itu dianggap sebagai teks yang ‘“‘suci”,
sehingga teks hanya boleh diyakini sebagai kebenaran, tanpa melakukan

pertimbangan ataupun Kritik.

8 Abdullah Saed, Pengantar Studi al-Qur’an, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsudin,
(‘Yogyakarta: Baitul hikmah Press, 2016), h. 12.
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Tentu dengan pemahaman yang seperti di atas akan menjadikan
Islam sebagai agama yang “tidak bergerak”, dalam artian islam tidak
mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terus berubah
dan berkembang. Karenanya, secara positif, penggunaan naskh dapat
dijadikan alternatif untuk mewujudkan pesan universal al-Qur’an. Maka
tidak heran, jika sebagian ulama menerima adanya konsep naskh.
Meskipun Ahmad Khan mengatakan bahwa kontroversi yang diekspos
oleh yuridis Muslim, telah bertentangan dengan kebebasan Allah dan
kemuliaan al-Qur’an. Menurutnya naskh hanya terjadi pada hukum-hukum
tertentu sebelum al-Qur’an, bukan pada hukum-hukum al-Qur’an.®*

Namun yang perlu diperhatikan, semenjak al-Syafi’i, metode ini
dekembangkan tidak hanya antar ayat al-Qur’an, tetapi juga pada wilayah
sunnah, ijma’, dan giyas. Meskipun mayoritas muhaddisin dan fugaha’
dari kalangan syafi’iyah, hanafiyah, ja’fariyah dan mu’tazilah menolak
kebolehan takwil yang jauh untuk dipaksakan pengompromian suatu dalil
yang nampak bertentangan, namun fanatisme aliran fikih menggeser
pandangan ini, bahkan naskh digunakan untuk menjustifikasi pandangan
aliran mereka.®

Hal ini jelas terlihat dari pernyataan Abdullah al-harki, sebagaimana

dikutip oleh wardani, ia menyatakan:

8 Muhammad ‘Ata’ al-Sid, Sejarah Kalam Tuhan: Kaum Beriman Menalar al-Qur’an
Masa Nabi,(Jakarta: Teraju, 2004), h. 150.

8 Wardani, “Fungsionalisasi Teori Penganuliran (Naskh) dalam Tafsir al-Quran dan
Hukum Islam: Sebuah Catatan Kritis”, h. 95
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Pada prinsipnya, setiap ayat yang bertentangan dengan pendapat

para pengikut mazhab kami, harus dianggap mansiikh atau harus di

tarjih, dan yang lebih utama adalah di-za 'wil untuk melakukan

kompromi.&

Berdasar pada pernyataan di atas, membawa kalangan uluma pada
dualitas dalam memaknai naskh, yaitu sebagai pembatalan final dan
penundaan dengan patokan kronologi turunnya surat dan kemaslahatan.®’
Kedua pemaknaan naskh ini membawa implikasi tersendiri pada hasil dari
penetapan hukum dan status ayat-ayat yang terkena naskh, apakah masih
bisa digunakan atau ditinggalkan dan memaksakan untuk menerapkan
menerapkan hukum atau ayat yang me-naskh dalam berbagai ruang dan
waktu.

Disisi lain, hal itu menunjukan bahwa umat Islam berusaha untuk
terus mendialogkan al-Qur’an dengan realitas yang ada saat ini. Nash yang
lahir dalam waktu tertentu dan membawa hukum yang sesuai dengan
tuntutan zamannya, harus bisa kembali untuk di dialogkan dengan realitas
yang berkembang. Selain itu kesadaran ulama bahwa, selain kompleksitas
dan konsekuensi-konsekuensi luas yang diakibatkan dari pembatalan final,
esensi pembatalan tersebut adalah perubahan isi ayat, bukan ayat itu

sendiri. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana suatu kandungan ayat

dipandang relevan dengan konteks ruang dan waktu.%

% Ibid.
8 Ibid., h. 96
8 Wardani, ayat pedang versur ayat damai, h. 166-167.
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Berkenaan dengan teori yang berkembang terkait dengan naskh,
mengemukakan gagasan bahwa al-Qur’an tidak pernah membuat
keputusan yang final, bagi setiap peristiwa yang muncul dikemudian hari.
Karena bagaimanapun salah satu fungsi naskh adalah konsep step by step
dalam proses perubahan dalam berinteraksi dengan realitas. Proses
perubahan dan elastisitas hukum yang ada, dapat menjadikan alasan untuk
mengatakan bahwa al-Qur’an adalah kitab yang abadi dan universal.®
Untuk itu, al-Qur’an harus terus dieksplorasi guna mengembangkan
otoritasnya sebagai kitab suci, karena dengan demikian akan ada jaminan
keberlangsungan kreativitas Islam dalam menghadapi masalah-masalah

baru.®°

E. Istilah yang Menyerupai Naskh

Di kalangan ulama mutagadimin, naskh dimaknai lebih umum
sehingga mencangkup wilayah yang sangat luas. Bahkan terhadap ayat-ayat
yang mutlag-mugayyad, mujmal-mubayan, muhkam-mutasabih dianggap
sebagai salah satu bentuk naskh yang ada di dalam al-Qur’an. Namun yang
perlu menjadi perhatian adalah hadirnya istiana dan takhsish, karena kedua
konsep ini hampir memiliki kesamaan dengan naskh. Untuk itu perlu
dijelaskan perbedaan dari ketiga konsep ini untuk menemukan batasan yang

jelas dari ketiga konsep ini.

8 Muhammad Ata’ al-Sid, Sejarah Kalam Tuhan, h. 145.
% Ibid.
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Takhsish

Takhsts dapat berarti pengguguran sebagian hukum yang
disebutkan pertama dengan keterangan yang datang lebih akhir tanpa
menggunakan kata sambung.®! Misalnya larangan menikahi orang musrik
yang dijelaskan dalam QS. al-Bagarah (2) : 221 di-akhsis oleh QS. al-
Maidah (5) : 5. Hal ini tidak termasuk dalam kategori naskh, karena
hukum yang diganti hanya sebagian, yaitu larangan menikahi orang
musyrik.%?
Istisna’

Istisna’ memiliki pengertian yang hampir sama dengan takhsis,
namun dalam istisna’ pengguguran hukum ditandai dengan penggunaan

kata sambung dan hukum pertama dengan hukum yang kedua masih

dalam satu rangkaian ayat. Kata sambung tersebut berupa ,ss , x¢ ,Y
LS-L"-%

Misalnya larangan memakan bangkai, darah, daging babi serta
daging binatang yang mati dengan tidak wajar, dalam artian tidak karena

sengaja disembelih sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ma’idah (5) : 3.

baudally Gty 83,850y Akialy o B0 Al fhal Uy it 2 2y d K St

;;i;?’suﬁyf‘ LT u

%1 Abi Muhammad makki, al-Idah li Nasikh al-Quran wa mansikhihi, h. 85-86.
9 |hid., h. 88.
3 Jbid.
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Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,

Ayat ini telah dengan tegas melarang seorang muslim untuk

memakan hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh yang

tertanduk, serta binatang yang mati karena diterkam binatang buas.

Namun yang perlu diperhatikan dari ayat ini adalah terdapat partikel Y

yang berarti terdapat pengecualian dari hukum yang dikeluarkan ayat
tersebut. Semua binatang yang disebutkan diatas, bisa menjadi halal

dimakan apabila sebelum hewan tersebut mati karena sebab tertentu,

yaitu sempat untuk disembelih. Partikel ¥ itulah yang menjadikan ayat

ini tidak termasuk dalam kategori naskh maupun takhsis.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat perbedaan dari naskh, takhsis dan
istisna’. Naskh adalah sebuah konsep pembatalan atau penghapusan suatu
hukum dengan hukum lain secara menyeluruh. Artinya setiap hukum yang
telah di-naskh, seluruh hukum tersebut telah digantikan dengan hukum yang
baru. Sedangkan yang dimaksud dengan takhsis adalah pengkususan atau
pengguguran sebagian hukum pada objek tertentu. Pengkususan atau
pengguguran hukum ini dijelaskan pada keterangan lain, baik tersambung

maupun tidak tersambung tanpa huruf sambung. Adanya huruf sambung

semisal Y' inilah yang menjadikan perbedaan takhsis dengan istisna’.



